MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 153/PMK.07/2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 153/PMK.07/2015 TENTANG BATAS MAKSIMAL KUMULATIF
DEFiSIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH,
BATAS MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH, DAN BATAS MAKSIMAL KUMULATIF
PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai batas maksimal kumulatif
defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, batas
maksimal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, dan batas maksimal kumulatif pinjaman daerah
Tahun Anggaran 2016 telah diatur dalam Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.07/2015 tentang
Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal
Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2016;

b. bahwa dalam rangka pengendalian dan pengamanan
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Perubahan Tahun Anggaran 2016, perlu melakukan
penyesuaian terhadap batas maksimal kumulatif defisit

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, batas
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maksimal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, dan batas maksimal kumulatif pinjaman daerah
sebagaimana tersebut huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.07/2015 tentang
Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal

Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang
Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif
Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4287);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.07/2015

tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan
Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun
Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1181);
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http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2003/23Tahun2003PP.HTM
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2005/58Tahun2005PP.HTM
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2011/30TAHUN2011PP.HTM
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2015/153~PMK.07~2015Per.pdf

Menetapkan
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN  MENTERI KEUANGAN NOMOR
153/PMK.07/2015 TENTANG BATAS MAKSIMAL KUMULATIF
DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH,
BATAS MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH, DAN BATAS MAKSIMAL KUMULATIF
PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

. Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 153/PMK.07/2015 tentang Batas Maksimal Kumulatif
Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas
Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman  Daerah
Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1181), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2

(1) Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD Tahun
Anggaran 2016 ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma
satu persen) dari proyeksi PDB Tahun Anggaran
2016.

(2) Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan defisit yang dibiayai dari Pinjaman
Daerah.

(3) Proyeksi PDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah proyeksi yang digunakan dalam penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

Anggaran 2016.
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2. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3

(1) Batas Maksimal Defisit APBD Tahun Anggaran 2016
masing-masing Daerah ditetapkan berdasarkan
kategori Kapasitas Fiskal sebagai berikut:

a. sebesar 1,6% (satu koma enam persen) dari
perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran
2016 untuk kategori sangat tinggi;

b. sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari
perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran
2016 untuk kategori tinggi;

c. sebesar 1,4% (satu koma empat persen) dari
perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran
2016 untuk kategori sedang; dan

d. sebesar 1,3% (satu koma tiga persen) dari
perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran
2016 untuk kategori rendah.

(2) Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan defisit yang dibiayai dari Pinjaman
Daerah.

(3) Kategori kapasitas fiskal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sesuai dengan kategori kapasitas fiskal
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri
Keuangan mengenai kapasitas fiskal untuk Tahun

Anggaran 2016.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5
(1) Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah
Tahun Anggaran 2016 ditetapkan sebesar 0,1%
(nol koma satu persen) dari proyeksi PDB Tahun
Anggaran 2016.
(2) Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) termasuk pinjaman yang digunakan untuk

¢

www.jdih.kemenkeu.go.id

mendanai pengeluaran pembiayaan.



-5-

(3) Proyeksi PDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah proyeksi yang digunakan dalam penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

Anggaran 2016.

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6
(1) Pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD harus

mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan c.q.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diberikan berdasarkan penilaian sebagai berikut:

a. Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD yang
dibiayai dari pinjaman sebesar 0,1% (nol koma
satu persen) dari proyeksi PDB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak terlampaui;

b. Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah
sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari proyeksi
PDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1) tidak terlampaui;

c. Pinjaman telah disetujui, untuk pinjaman yang
bersumber dari Pemerintah Pusat; dan

d. Rencana Pinjaman telah mendapat Pertimbangan
Menteri Dalam Negeri, untuk pinjaman yang
bersumber dari pemerintah daerah lain, lembaga
keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank,

dan masyarakat.

Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2016

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1555

#Han. sesuai dengan aslinya

)
KCHVEEE SAEFUDIN
NIP 195611051977121001
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